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Kata Pengantar

Buku ini awalnya merupakan disertasi penulis
pada Program Doktor Kagjian Budaya (Cultural Sudies),
kagjian Budaya sendiri telah disepakati sebaga kajian
mulitidisiplin  yang berupaya melihat persoalan secara
multiperspektif.

Berangkat dari pengamatan penulis tentang
adanya ketertarikan cukup tinggi sebagian masyarakat
terhadap fenomena keberadaan dan putusan-putusan
Mahkamah Kosntitusi (MK), baik sebagal lembaga relatif
baru daam sistem ketatanegaraan Indonesia, maupun
beberapa putusan MK mencabut undang-undang sehingga
menarik perhatian masyarakat, serta saran beberapa rekan
dosen dan mahasiswa, agar is disertas penulis dapat
dikonsumsi kalangan lebih luas, penulis memberanikan diri
menerbitkan ringkasan disertasi ini dalam bentuk buku.

Besar harapan penulis bahwa segala informasi,
gagasan, pemikiran, yang termuat dalam tulisan ini akan
bermanfaat bagi pembaca dalam memahami lebih jauh
tentang ideologi, konstitusi, dan peran kekuasaan dalam
penegakan keadilan.

Akhir kata, segala kritik dan saan untuk
penyempurnaan buku ini, penulis nantikan dengan hati
terbuka.

Denpasar, 20 Me 2011,
Penulis,
Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, SH, M.Hum.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstituss (MK) telah mengeluarkan
beberapa putusan kontroversial, antara lain tahun 2004
membatal kan pasal 60 g UU 12/ 2003 (UU Pemilu). Pasal 60 g
berisi persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) harus tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dengan PKI / G 30 S/ organisas terlarang lainnya.
Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat. Sebuah artikel di harian nasional mengatakan
Putusan MK tersebut melegakan, karena mengembalikan hak
konstitusional eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)
sehingga merupakan titik balik penting memutus politik stigma
dan diskriminasi di tanah air (Nasir, 2004), namun banyak pula
ungkapan ketidaksetujuan terhadap putusan MK tersebut, yang
dinilai terlalu cepat, tergesa-gesa, dan tidak mempertimbangkan
aspek psikologi sosial masyarakat. “Masyarakat masih trauma
terhadap upaya kudeta yang pernah dilakukan PKI”, kata



seorang anggota DPR RI di Jakarta (Media Indonesia 29
Februari 2004).

Di tahun yang sama, ketika Pengadilan telah
menjatuhkan vonis mati kepada pelaku bom Bali 2002, tiba-tiba
memutuskan tiba MK Undang-undang (UU) 16 / 2003
mengenai Terorisme tidak berkekuatan mengikat (Bali Post 25
Juli 2004), padahal undang-undang itu dipergunakan pengadilan
mengadili dan memvonis mati para pelaku bom Bali. Dalam
pengambilan keputusan MK tersebut terjadi perbedaan pendapat
antar hakim MK. Beberapa hakim MK menyampaikan
dissenting opinion. Banyak orang mempertanyakan dasar
pemikiran putusan MK tersebut. Banyak anggota masyarakat
beranggapan MK tidak mempertimbangkan perasaan keluarga
korban serta kekejaman luar biasa pelaku bom Bali. Bahkan ada
yang mengatakan MK terlalu kaku menerapkan kepastian
hukum sehingga mengabaikan keadilan. Penelitian ini mengkaji
dua belas putusan MK yang kontroversial semacam putusan di
atas. Dua contoh putusan MK di atas hanya sebagian dari fakta

yang mendasari pemikiran diperlukannya penelitian ini.



1.2. Rumusan M asalah

1) ldeologi apakah yang berada di balik Putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi yang kontroversial tersebut ?

2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemunculan
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang
kontroversial tersebut ?

3) Bagaimanakah makna Putusan-putusan MK (yang
kontroversial) tersebut terhadap budaya hukum di

Indonesia ?

1.3. Tujuan Pendlitian

Tujuan pendlitian adalah memahami gagasan atau
ideologi di balik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
kontroversial, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
kemunculan putusan-putusan MK kontroversial, serta mengkaji
makna putusan-putusan  Mahkamah Konstitus  (MK)
kontroversial tersebut terhadap budaya hukum di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis

maupun praktis. Secara teoritis, diharapkan memberikan



kontribus bermanfaat bagi perkembangan Kajian Budaya
khususnya berkaitan dengan Kajian Ideologi dan [Imu Hukum.
Secara praktis dihargpkan memberikan masukan bermanfaat
bagi berbagai kalangan yang berhubungan dengan pembentukan
peraturan-perundangan, kebijakan publik, dan penegakan
hukum, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga
legidatif, badan peradilan, dan lembaga negaralainnya.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP,
LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1. Kajian Pustaka

Ada beberapatulisan tentang ideologi, antara lain Geertz
(1992 : 31) yang menyatakan ideologi adalah sistem simbol
tertentu yang dikomunikasikan dan disebarluaskan. ldeologi
adalah gambaran skematis tatanan sosial dengan mana manusia
berubah menjadi lebih bak atau lebih buruk. Althusser
merupakan pelopor kajian ideologi mikro, ideologi yang
menyebar pada seluruh praktik kehidupan, pada pikiran awvam
dan ilmiah, pada semua sela terkecil kehidupan manusia. Bagi
Althusser, ideologi bukan kesadaran palsu seperti dikatakan
Marx, tetapi tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya.
Manusia hidup dengan ideologi, karakter dasar manusia adalah
makhluk ideologi (Althusser, 1984 : xvi).

Dalam tulisan-tulisan tentang konstitusi antara lain
dikatakan Konstitusionalisme adalah paham pembatasan
kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat (Thalib, 2006 : 70).
Kongtitusionalisme adalah pemikiran politik / ketatanegaraan



tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi
(Mahfud MD, 1993 : 26). Menurut Mukthie Faar (2002)
(dalam Thalib, 2006 : 70) Konstitusionalisme meliputi prinsip-
prinsip  kedaulatan rakyat, negara hukum, pembatasan
kekuasaan, berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pluralisme.
Menurut Soetandyo Wignyosoebroto (2002 : 404) menyatakan
istilah  Konstitusionalisme menegaskan doktrin  tentang
supremasi undang undang dasar (konstitus tertulis) atas produk
legidlatif. Konstitusionalisme mengandung dua esensi yakni
konsep negara hukum (di negara-negara Anglo Saxon disebut
Rule of Law), dan konsep hak sipil warganegara, bahwa
kebebasan warga negara dijamin konstitusi dan kekuasaan
hanya mungkin memperoleh legitimas dari konstitusi
(Wignyosoebroto, 2002 : 405).

Pada saat penelitian ini mulai dilaksanakan, terdapat dua
hasil penelitian berupa Disertas (S3) yang mengkaji Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (keduanya telah diterbitkan
dalam bentuk buku) masing-masing berjudul Wewenang
Mahkamah Konstituss dan Implikasinya dalam Sstem
Ketatanegaraan Republik Indonesia disusun Dr. Abdul Rasyid
Thalib, S.H., M. Hum (2006. Bandung : Citra Aditya Bhakti),



dan Fungs Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan
Negara Hukum Demokrasi disusun oleh Dr. H. Abdul Latif,
S.H., M.H. (2007. Y ogyakarta : Kreasi Total Media).

Dadam Disertasi Thalib (2006) berjudul Wewenang
Mahkamah Konstituss dan Implikasinya dalam Sstem
Ketatanegaraan  Republik  Indonesia, diangkat tiga
permasalahan penelitian. Pertama, dasar legitimasi teori
konstitus atas perubahan UUD 1945 terhadap kekuasaan
kehakiman. Kedua, dasar teoretis dan yuridis wewenang
Mahkamah Konstitusi, dan ketiga mengenai pelaksanaan
kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi dan prospek
Mahkamah Konstitus yang dicita-citakan.

Metode pendekatan dalam penelitian Thalib adalah
pendekatan ilmu hukum dari aspek normatif maupun empiris,
dengan menggunakan. sumber bahan hukum primer (peraturan
perundang-undangan) dan  bahan  hukum  sekunder
(tekd/literatur, artikel, hasil riset, makalah dan sebagainya), serta
wawancara. Teori yang dipergunakan Thalib dalam
penelitiannya (dimuat dalam sub-bab “Kerangka Konseptual™)
adalah Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi, Prinsip Negara
Hukum, dan Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat.
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Temuan-temuan penelitian Thalib adalah : Dilihat dari
teori konstitusi, Mahkamah Konstitus (MK) memiliki dasar
legitimasi. Artinya MK di samping sebagai sadah satu
penyangga utama UUD juga penyangga utama sistem
pemerintahan yang menganut check and balance. Temuan
selanjutnya, keberadaan MK di Indonesia memiliki landasan
teoretis dan yuridis yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam
sistem ketatanegaraan, kemudian kedudukan MK dalam
kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dan mempunyai
wewenang khusus yang berbeda dengan Mahkamah Agung
(MA).

Selain Disertasi Thalib, Disertasi Latif (2007) yang
berjudul Fungss Mahkamah Konstituss dalam Upaya
Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi juga menggunakan
pendekatan 1lmu Hukum. Latif mengangkat dua permasalahan
penelitian, pertama, fungsi-fungs mana dari berbaga fungsi
penegakan konstitusi yang dimiliki MK yang mampu
mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Kedua,
bagamana MK mampu mewujudkan negara hukum yang
demokeratis.
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Metode penelitian yang dipergunakan  (Latif
menggunakan istilah sifat penelitian), pertama, sifat penelitian
normatif, dan kedua, sifat penelitian socio-legal. Disampaikan
pula bahwa spesifikasi penelitian tersebut adalah penelitian
hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas dan
teori hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan
sebagainya. Cara pengumpulan data penelitian menggunakan
cara studi pustaka dan studi lapangan. Bahan hukum untuk riset
Latif meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Landasan Teori Disertasi Latif adalah Teori Pemisahan
Kekuasaan, Teori Demokrasi, dan Teori Pengawasan dan
Keadilan. Temuan-temuan penelitian tersebut antara lain bahwa
fungss MK dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis
menunjukkan bahwa putusan pengujian undang-undang
membuktikan unsur negara hukum yang menjamin pengakuan
dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Temuan lain penelitian Latif adalah kendala-kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi MK tersebut berupa
sistem hukum dan teori hukum, antara lain, pembatasan
undang-undang yang boleh diuji MK, adanya sistem
pembatasan substansi undang-undang yang boleh diuji MK
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yaitu tidak berwenangnya menilai efektifitas undang-undang
dan menilai maksud dan tujuan pembentukan undang-undang,
dan tidak adanya kewenangan MK mengadili sengketa antara
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah mengenai pembagian
kekuasaan pusat dan daerah dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hasil pendlitian Thalib dan Latif tersebut,
meskipun berbeda permasalahan, pendekatan, dan metode
penelitian  dengan fungs MK namun tetap mempunyai
relevans dengan penelitian ini yang karena itu diharapkan dapat
melengkapi informasi dalam penelitian ini, serta memberi

kontribusi bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian ini.

2.2. Konsep
2.2.1 Ideologi

Yang dimaksud dengan ideologi dalam penelitian ini
adalah gagasan, ide, pandangan, pemikiran, atau sistem nilai
mengenai politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dianut
sekelompok orang yang meyakini kebenaran gagasan/
pandangan/pemikiran/sistem nila tersebut dan karenanya
berusasha mewujudkannya dalam kenyataan/kehidupan sosial

melalui berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk
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mengkomunikasikannya kepada banyak orang agar menyetuijui,
meyakini, mengimplementasikan, serta mewujudkan gagasan
tersebut.

2.2.2. Putusan Mahkamah Konstitus

Putusan-putusan Mahkamah Konstituss (MK) berarti
putusan-putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia sesuai kewenangan MK sebagaimana diatur
Pasa 24 UUD 1945, meliputi beberapa macam putusan
Mahkamah Konstituss (MK) yaitu : i) Putusan tentang
Pengujian Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar; ii)
Putusan tentang Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara;
iii) Putusan Perselisihan Hasil Pemilu; iv) Putusan Pembubaran
Partai Politik, dan v) Putusan tentang Pendapat DPR bahwa
Presiden/Wakil Presiden Melakukan Pelanggaran Hukum
(pengkhianatan, korupsi, perbuatan tercela) dan Tidak Lagi
Memenuhi Syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.
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2.2.3. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitus yang
Kontroversial

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang
Kontroversiad adalah putusan-putusan MK yang setelah
diputuskan dan diketahui oleh masyarakat kemudian
memunculkan kontroversi atau pendapat-pendapat antara yang
pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Kriteria kontroversial
suatu putusan MK adalah keberadaan artikel, berita, opini di
media cetak yang menunjukkan perbedaan respon masyarakat
antara yang mendukung putusan MK tersebut di satu pihak
dengan pandangan yang menentang/mengecam putusan MK
tersebut di pihak lain. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut,
putusan MK yang merupakan putusan-putusan MK
kontroversial adalah sebagal berikut :
1) Putusan MK terkait syarat tidak terlibat G30S/PKI (dalam
UU Pemilu);
2) Putusan MK terkait pembatalan UU 16/2003 tentang
Terorisme;
3) Putusan MK terkait UU Penyiaran / wewenang KPI;
4) Putusan MK terkait Pilkada (UU Pemerintahan Daerah);
5) Putusan MK terkait UU Ketenagalistrikan,
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6) Putusan MK terkait UU Minyak dan Gas Bumi;

7) Putusan MK terkait penjelasan delik materiil korupsi (dalam
UU Korupsi);

8) Putusan MK tentang pasal pengawasan hakim (dalam UU
Komis Yudisia);

9) Putusan MK tentang pembatalan pasal-pasal penghinaan
kepala negara (dalam KUHP);

10) Putusan MK tentang pembatalan UU Komis Kebenaran
dan Rekonsiliasi (UU KKR);

11) Putusan MK yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (tipikor) adalah inkonstitusiona (dalam UU KPK).

12) Putusan MK yang membatalkan pasal-pasal Penyebaran
Kebencian (dalam KUHP).

2.2.4. Per spektif Kajian Budaya

Perspektif berarti cara pandang, sudut pandang, atau
cara pendekatan. Perspektif Kajian Budaya adalah Kajian
Budaya sebagal cara pandang, sudut pandang, atau cara
pendekatan. Kgian Budaya adalah kgian mengenai budaya
daam arti seluas-luasnya. (budaya adalah proses dan hasil

pemikiran, tindakan, dan wacana manusia dalam masyarakat
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atau interaksi antar manusia ; Pen). Pendekatan dan teori-teori
dalam Kgjian Budaya tidak hanya sains tetapi juga non-sains,
termasuk teori-teori kritis. Kgjian Budaya bukan disiplin ilmu
bebas nilai tetapi bermaksud memahami, mengevaluasi struktur
dominas di masyarakat, khususnya masyarakat kapitalis
industrialistik (Sardar, 1997 : 9).

Kgian Budaya menghargai hak hidup dan kesetaraan
antara berbagai hal yang berbeda-beda. Dalam perspektif Kgjian
Budaya, misanya, dergat budaya massa adalah setara dan
punya hak hidup sama dengan budaya tinggi (adiluhung).
Kagiian Budaya bersifat multidisiplin dan eklektik karena
menyadari realitas kehidupan dan kebudayaan semakin
kompleks, tidak dapat dijawab hanya dengan perspektif
konvensional yang monoperspektif atau monodisiplin. Selain
mengkaji kebudayaan konvensional, Kgjian Budaya juga
menjelaskan hal-hal misalnya hubungan antara modal dan
teknologi, kuasa iklan dan hasrat konsumtif dalam dinamika
budaya (Sutrisno, Kompas 9 April 2006).
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2.2.5. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah nilai-nilai, kesadaran, kepatuhan,
penentangan / penolakan, praktik, tradisi-tradisi, inovasi-
inovasi, gagasan-gagasan, persepsi-persepsi, pandangan, serta
pemahaman tentang hukum (yang meliputi proses hukum,
lembaga hukum, dan aturan hukum). Sesuai perspektif Kajian
Budaya pendlitian ini, konsep Budaya Hukum tidak hanya
mencakup pandangan / praktik yang mapan, tetapi juga
mencakup pandangan-pandangan tentang hukum yang

menentang arus utama (mainstream).

2.3. Landasan Teori
2.3.1. Teori Ideologi

Landasan teori penelitian ini adalah: Teori ldeologi,
Teori Kuasa/Pengetahuan (Relasi Kuasa), dan Teori Hukum
Kritis / Postmodern. Teori Ideologi dirumuskan oleh Louis
Althusser, menyatakan bahwa sesungguhnya ideologi, disadari
atau tidak, dianut manusia selama hidupnya. ldeologi
mempengaruhi dan menuntun tiagp manusia dalam memandang
dan menilai berbaga persoalan dalam hidupnya sesuai sistem

nilai/ideclogi yang dianutnya. ldeologi merembes ke segala



18

arah tanpa henti. ldeologi melibatkan semua orang (bukan
seperti pendapat Marx bahwa ideologi adalah piranti kelas
berkuasa agar idenya diterima masyarakat) (Althusser, 1984 :
xxii). Daam penelitian ini Teori ldeologi dipergunakan
mengkaji, menjawab, dan menjelaskan permasalahan ideologi
di balik putusan- putusan MK.

2.3.2. Teori Relas Kuasa

Teori Kuasa/Pengetahuan atau Teori Relas Kuasa
dirumuskan seorang Pemikir Perancis bernama Michel
Foucault. Teori ini berpandangan bahwa kekuasaan tidak
terpusat tetapi menyebar dan meresap dalam seluruh relas
sosial. Semua tempat berlangsungnya kekuasaan adalah tempat
pembentukan pengetahuan. Tiada hubungan kekuasaan tanpa
pembentukan pengetahuan, semua pengetahuan membentuk
hubungan kekuasaan. (Haryatmoko, 2002. Lihat juga : Kebung,
2002).

Menurut teori ini tujuan pengetahuan adalah kekuasaan.
Berbagai pihak  berkompetiss mengatasnamakan  dan
memproduks kebenaran dan pengetahuan, namun klaim-klaim

itu selalu mendapat resistensi. Di mana ada kekuasaan di situ
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ada perlawanan. Setiap wacana kebenaran memunculkan
wacana tandingan. Setigp klaim bisa digugat klam lainnya
(Gahral Adian, 2002 b). Teori Relas Kuasa dipergunakan
mengkaji faktor-faktor munculnya putusan MK kontroversial

dan makna putusan-putusan MK bagi budaya hukum.

2.3.3. Teori Hukum Kritis/Post-Modern

Ada beberapa tokoh yang memel opori
teori/pendekatan/kagjian/pemikiran hukum kritis, antara lain
Roberto M. Unger. Pandangan pokok Teori Hukum Kritis
antara lain bahwa keadilan hanyalah mitos dan retorika
penguasa untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan
penguasa; Hukum tidaklah netral tetapi selalu dibuat,
ditafsirkan, dan diterapkan sesuai keinginan para penafsir /
penguasa. Is hukum tergantung kehendak penguasa (Fuady,
2005 : 160). Dalam penelitian ini Teori Hukum Kritis
dipergunakan mengkaji permasalahan ideologi di balik putusan
MK, faktor kemunculan putusan-putusan MK, dan maknanya

bagi budaya hukum di Indonesia.

2.4. Model Pendlitian
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MODEL PENELITIAN

PERKEMBANGAN
INTERNASIONAL /
GLOBAL

PANCASILA &
UUD 1945 DAN
KONSTELASI
POLITIK
NASIONAL

A 4

IDEOLOGI DI BALIK

PUTUSAN

PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI
KONTRO
VERSIAL

NILAI-NILAI
SOSIAL
BUDAYA

l

l

IDEOLOGI FAKTOR-FAKTOR
DI BALIK KEMUNCULAN
PUTUSAN- PUTUSAN MK

PUTUSAN MK KONTROVERSIAL

KONTROVERSIAL

 —

= Mempengaruhi

l

MAKNA PUTUSAN
MK
KONTROVERSIAL
BAGI BUDAYA
HUKUM
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Penjelasan Model Pendlitian :

Semua produk peraturan-perundang-undangan, baik
Konstitusi (UUD 1945) ataupun Undang-Undang pasti didasari
landasan filosofis tertentu. Di Indonesia, Undang-undang
disusun dengan mengacu UUD 1945 sebagaimana dinyatakan
dalam dasar pertimbangan UU. Dalam kenyataannya, beberapa
Undang-Undang dicabut oleh Mahkamah Konstituss (MK).
Daam dasar pertimbangan MK membatalkan undang-undang
tersebut dinyatakan undang-undang tersebut bertentangan
dengan UUD 1945. Bagi Masyarakat Indonesia yang selama ini
cenderung menganggap UU sebagal produk final, kenyataan
tersebut cukup mengagetkan.

terjadi perbedaan pandangan di antara masyarakat
menanggapi putusan MK tersebut (bahkan hal itu terjadi di
antara Hakim MK sendiri dalam pengambilan putusan MK.
Artinya, terdapat perbedaan “ideologi” antara berbagai pihak
yang selanjutnya bermuara pada perbedaan pandangan terhadap
suatu hal, dalam hal ini atas Putusan Mahkamah Konstitusi.
Kenyataan tersebut menjadi latar belakang penelitian ini yang
bertujuan mengetahui dan memahami ideologi di balik putusan-

putusan MK tersebut, yang dirumuskan menjadi rumusan
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masalah penelitian dalam bentuk tiga pertanyaan : Apakah
ideologi di balik putusan putusan MK? Faktor apa yang
mempengaruhi keluarnya putusan MK itu ? dan, apakah makna
putusan MK tersebut bagi budaya hukum Indonesia ?

Mode Penelitian menunjukkan bahwa ideologi yang
berada di balik putusan-putusan MK kontroversial dipengaruhi
berbagai hal antara lain ideologi negara (Pancasila), ideologi-
ideologi global, ideologi-ideologi loka / derivas ideologi-
ideologi  global  tersebut  seperti  ideologi < HAM,
Kongtitusionalisme, Legisme, dan Kesgahteraan. Semua hal
tersebut dengan berbaga berbagai dergat pengaruhnya
mempengaruhi munculnya Putusan MK Kontroversial.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Salah
satu cara pandang terpenting penelitian kualitatif adalah bahwa
fenomena sosia hanya dapat dipahami bila memahami dunia
makna dalam diri pelakunya. Pendekatan kualitatif mencari
alasan (reason) di balik tindakan pelaku tindakan sosial atau
mencari makna fenomena sosia (Bungin dkk, 2003 : 21).
Budaya memiliki banyak makna dan dapat diiinterpretasikan
dengan berbagai pendekatan (multi-interpretable) (Endraswara,
2003 : 148). Kgian Budaya mengkai kebudayaan sebagai
pemaknaan dalam konteks kekuatan sosial. Kgian Budaya
berupaya menyingkap makna fenomena budaya (Barker, 2005 :
36).

3.2. Lokas Penditian
Penelitian dilakanakan di Sekretariat MK Republik
Indonesia Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat.
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3.3. Jenisdan Sumber Data

Jenis data penelitian adalah data kualitatif. Sumber data
penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data
sekunder. Sumber data primer adalah para Hakim Mahmakah
Kongtitusi dan Pemohon perkara di MK, sedangkan sumber
data sekunder adalah bahan-bahan hukum (baik bahan hukum
primer maupun sekunder), juga artikel/berita di media massa,
dan buku / tulisan yang membahas hal berkaitan dengan

permasal ahan penelitian.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball
yang pelaksanaannya melalui prosedur : Pertama-tama
ditetapkan secara purposive bahwa K etua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia sebagai informan kunci. Penetapan Ketua
MK sebagai informan kunci didasari pertimbangan bahwa
Ketua MK diasumsikan orang yang paing tahu tentang
putusan-putusan MK terutama yang kontroversial.

Setelah Ketua MK memberikan semua informasi
mendasar dan menyeluruh yang diperlukan penelitian ini dan

informasi umum keseluruhan kasus yang pernah ditangani MK,
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dengan penerapan teknik snowball dilakukan penentuan
informan selanjutnya, kemudian dilakukan wawancara dengan
informan lainnya tersebut sesuai saran Ketua Mahkamah
Konstitusi selaku informan kunci.

3.5. Instrumen Penelitian

a. Pedoman Pengumpulan Data Kepustakaan, berisi panduan
tentang hal-hal yang perlu dalam pengumpulan data tertulis,
agar pengumpulan data berlangsung efektif dan efisien, baik
waktu, tenaga, maupun biaya.

b. Pedoman Wawancara, berisi sggumlah pertanyaan yang akan
digukan kepada para informan sehingga proses wawancara
dapat berlangsung lancar dan efektif.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperolen melalui teknik wawancara. Data
sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan / studi
dokumen. Pengumpulan data primer dilakukan melalui
wawancara dengan pertamatama menyigpkan pedoman
wawancara, penentuan informan kunci, menghubungi dan

melakukan wawancara dengan informan kunci, dilanjutkan
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dengan mewawancarai parainforman berikutnya. Pengumpulan
data sekunder dimulai dengan mempersiapkan pedoman
pengumpulan data kepustakaan, kemudian mendapatkan
berbaga tulisan mengena Ideologi dan mengenai Mahkamah
Kongtitusi (MK) dan selanjutnya mendapatkan arsip putusan-
putusan MK untuk diolah dan analisis|ebih lanjut.

3.7. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :
Pertama, tiap putusan Mahkamah Kongtituss (MK)
kontroversial dikgji satu per satu guna menangkap gagasan
tentang ideologi yang mendasari putusan MK tersebut. Dalam
proses menemukan dan mengenali ideologi di balik putusan-
putusan MK tersebut, dipergunakan data dan informasi ilmiah
tentang gagasan pokok berbagai ideologi yang telah dikena
dalam peradaban manusia selama ini. Analisis data dilanjutkan
dengan cara mengaitkan antara data dengan data lainnya,
mempertentangkan data dengan data lainnya, membandingkan
satu sama lain, mengulas satu per satu, atau kelompok per
kelompok, kemudian dikgi dan dianadlisis dengan landasan

teori.
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3.8. Penyajian Hasil Penelitian

Hasil pendlitian dituangkan dalam laporan hasil
penelitian dengan tatacara penulisan dan penyusunan disertasi
sesual pedoman yang berlaku di Universitas Udayana. Hasil
penelitian disgjikan dalam bentuk deskriptif analitis atau naratif
analitik dengan sistematika sebagaimana tersusun dalam daftar
isi.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUS
DAN
PERKEMBANGAN IDEOLOGI DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah
lembaga negara baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebagai
organ kongtitusi, lembaga ini didesain menjadi pengawa
sekaligus penafsir Undang-Undang Dasar melalui putusan-
putusannya. Lembaran sejarah pertama MK adalah diadopsinya
ide mahkamah konstitusi (constitutional court) dalam
amandemen konstitusi yang digukan Mgelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam
ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia
adalah negara ke-78 di dunia yang membentuk lembagaini.

Daam jangka waktu menunggu pembentukan MK,
MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjaankan fungsi
MK sementara. Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan
Pemerintah secara bersama menyetujui pembentukan UU
Nomor 24 Tahun 2003 dan disahkan Presiden pada hari itu juga
(Mahkamah Konstitusi, Booklet Mahkamah Konstitusi Republik
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Indonesia, 2006). Tanggal 15 Agustus 2003 Presiden melalui
Keppres 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 hakim konstitus
untuk pertama kalinya dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan
hakim konstitusi di istana negara tanggal 16 Agustus 2003.
Lembaran perjaanan MK sdlanjutnya adalah pelimpahan
perkara dari MA ke MK tanggal 15 Oktober 2003 yang
menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu
cabang kekuasaan kehakiman.

4.1.2. Kewenangan
Mahkamah Konstituss (MK) memiliki 4 (empat)
kewenangan dan 1 (satu) kewgjiban sebagaimana diatur dalam
UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran parta politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
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Kewagjiban Mahkamah Konstituss adalah memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden diduga : (1) Telah melakukan pelanggaran hukum
berupa (@) pengkhianatan terhadap negara, (b) korupsi, (c)
penyuapan, (d) tindak pidana berat lainnya; (2) atau perbuatan
tercela, dan/atau (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud UUD
1945.

4.1.3. Susunan Organisasi

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan orang
hakim konstitusi yang digjukan masing-masing 3 (tiga) orang
oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan
dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas
seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua
merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi.
Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah
Kongtitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal, yang
susunan, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa
jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
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kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan Ketua
dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk
masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat
negara.

4.2. ldeologi-ldeologi Luar yang Mempengaruhi Bangsa
Indonesia

Gambaran tentang ideologi-ideologi luar yang
mempengaruhi bangsa Indonesia diperlukan untuk memahami
gagasan pokok yang dianut ideologi tersebut dalam melihat
persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Pemahaman ide
dasar berbaga ideologi juga diperlukan guna dijadikan salah
satu tolok ukur menilai ideologi di baik putusan MK

kontroversial sebagaimana dimaksud penelitianini.

4.2.1. Sgarah Singkat Indonesia

Sebelum penjabaran ideologi luar yang mempengaruhi
bangsa Indonesia, terlebih dahulu disampaikan gambaran dan
sgjarah singkat Indonesia. Hal tersebut diperlukan karena
perjalanan sgarah suatu bangsa mempengaruhi cara pandang

dan sistem nilai yang dianut. Indonesia adalah negara kepulauan
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terbesar di dunia, terdiri dari sekitar 17.508 pulau (sekitar 6.000
pulau berpenghuni). Luas Indonesia sekitar 5.193.250 kilometer
persegi (2.027.087 kilometer persegi daratan dan 3.166.163
kilometer persegi lautan) (Lembaga Informasi Nasional, 2002).
Kergaan-kergjaan dengan pengaruh Hindu dari India
dimulai pada Abad V antara lain Kergaan Tarumanagara (Java
Barat) dan Kergaan Kutai (pesisir Mahakam, Kalimantan).
Kergjaan Tarumanagara (Jawa Barat) dilanjutkan oleh Kergjaan
Sunda sampai abad XVI1. Abad VII sampai abad XIV kergjaan
Sriwijaya (Buddha) berkembang di Sumatra, menguasai sampai
Jawa Barat dan Semenanjung Melayu (http:// id. wikipedia.org.
Diakses 5 November 2009). Pada abad X1V kergjaan (Hindu)
Majapahit (Jawa Timur) dengan Patih Ggjah Mada berhasil
menaklukkan sebagian besar Indonesia sekarang dan hampir
seluruh semenanjung Melayu. Islam menyebarkan gjaran dan
mulai menggantikan Hindu sebagal agama utama di akhir abad
ke-16 (utamanya di Jawa dan Sumatera). Hanya Bali
mempertahankan mayoritas Hindu (http://id.wikipedia.org.).
Berkembangnya merkantilisme, kapitaisme, dan
revolusi industri di Barat (Eropa) berakibat besar bagi bangsa
Indonesia, Pada tahun 1596 para pedagang Belanda berhasil tiba
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di daerah Banten. Belanda menyebabkan penderitaan bangsa
Indonesia, karena itu muncul perlawanan-perlawanan di
berbagai daerah di Indonesia. (Badrika, 2006 : 152). Pada tahun
1901 Belanda mengadopsi Palitik Etis, termasuk investasi Iebih
besar untuk pendidikan pribumi. Segak 1905 mulai berdiri
gerakan-gerakan Nasionalis.

Soekarno  membacakan Proklamasi Kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1945. Usaha Belanda untuk kembali
dihadapi perlawanan keras. Indonesia mengadopsi undang-
undang dasar baru dengan sistem Parlementer. Soekarno lebih
memilih negara sekuler berdasarkan Pancasila, sementara
beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam
(http:// id.wikipedia.org. diakses 22 Februari 2010). Tahun 1959
Soekarno membangkitkan kembali konstituss UUD 1945 yang
memberikan kekuatan presidensiil relatif besar. Dari 1959
sampal 1965 Presiden Soekarno berkuasa dalam era
"Demokrasi Terpimpin”. Kebijakan luar negeri Indonesia
menjadi non-blok, menolak aliansi dengan Blok Barat maupun
Timur.

Di awal 1960-an, Soekarno lebih dekat ke negara-negara
komunis Asia. Menanggapi PBB yang mengakui kedaulatan



Malaysia, Soekarno mengumumkan pengunduran diri dari PBB
dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai
tandingagn PBB dan GANEFO (tandingan Olimpiade).
Konfrontasi Indonesia - Malaysia pecah. Tahun 1965 PKI
memulai kampanye pembentukan "Angkatan Kelima'. Para
petinggi militer menentang. Pada 30 September 1965, enam
jenderal dan beberapa orang dibunuh dalam upaya kudeta PKI.
Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto, menumpas kudeta
dan menggunakan situasi mengambil alih kekuasaan. Puluhan
ribu orang dituduh komunis dibunuh masyarakat. Jumlah
korban jiwa tahun 1966 mencapa 500.000-an, paling parah di
Jawa dan Bali.

Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Presiden
Soeharto memulai "Orde Baru" yang memilih perkembangan
ekonomi sebagal tujuan utama dan menempuh kebijakan
melalui struktur yang didominasi militer. Pertengahan 1997
Indonesia dilanda krisis keuangan, Rupiah jatuh, inflas
membumbung. Para demonstran dipimpin mahasiswa meminta
Soeharto mundur. Soeharto mengundurkan diri 21 Me 1998.
Soeharto memilih Wakil Presiden B. J. Habibie sebagai

presiden.
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Pemilu 7 Juni 1999 dimenangkan PDI Perjuangan di
bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri dengan 34% suara.
Pada Oktober 1999, MPR melantik KH Abdurrahman Wahid
sebagai Presiden dan Megawati sebaga Wakil Presiden.
Presiden Wahid meneruskan demokratisas dan pembangunan
ekonomi (saat itu penuh ketidakpastian ekonomi dan konflik
etnis di Aceh, Maluku, dan Papua). Wahid kemudian didesak
mundur, diteruskan Megawati Sokarno Putri sebagai Presiden.
Tahun 2004 Susilo Bambang Y udhoyono menjadi Presiden.

4.2.2. Kapitalisme, Liberalisme, Neoliberalisme, dan
Globalisme

Kapitalisme merupakan bagian gerakan Individualisme.
Berkembang di Inggis pada abad XVIII. Prinsip pertama
Kapitalisme : Pemilikan perorangan (individual ownership).
Alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin, sumber alam) dikuasai
perorangan, bukan negara. Kapitaisme tetap mengakui
pemilikan negara berupa monopoli alamiah menyangkut
pelayanan jasa masyarakat umum (kantor pos, dsb) (Ebenstein,
1987 : 148). Prinsp kedua sistem Kapitalis adalah

perekonomian pasar (market economy). Perekonomian pasar
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daam sistem Kkapitalistik berdasarkan spesidisasi  kerja.
Produksi barang dan jasa bukan hanya memenuhi kebutuhan
rumah tangga tetapi kebutuhan pasar.

Prinsip ketiga adalah persaingan (competition). Prinsip
Kapitalisme berikutnya adalah keuntungan (profit). (Ebenstein,
1987 : 152). Penjgjahan oleh bangsa Barat di Indonesia dalam
waktu cukup lama telah menumbuhkan dan menyebarkan nilai-
nilai pengutamaan keuntungan materiil dan finansiil yang dianut
penjgjah Barat. Dapat dikatakan hal itu merupakan salah satu
tahap sgarah yang membawa pengaruh Kapitaisme di
Indonesia.

Ideologi Liberalisme

Liberalisme memandang kebebasan individu sebagai
keadaan paling ideal. Prinsip Liberalisme meliputi kebebasan
tiaqp individu (beribadah, berpikir, berbicara, berkumpul).
Dalan bidang perdagangan, Liberalisme mencita-citakan
perdagangan bebas tanpa halangan, tanpa perlakuan khusus,
tanpa diskriminasi. Liberalisme menjunjung tinggi martabat
pribadi dan kebebasan manusia (Mangunhardjana, 1997 : 149).
Tugas masyarakat dan negara adalah meniadakan hambatan

yang menghal angi upaya manusia mencapai kepenuhan tersebut
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(Mangunhardjana, 1997 : 149). Liberalisme menghendaki
kebebasan pertukaran gagasan, kebebasan ekonomi pasar,
pemerintahan yang transparan, dan menolak pembatasan
pemilikan individu. Karena itu Lliberalisme menjadi dasar
munculnya K apitalisme
Ideologi Neo-Liberalisme

Washington Consensus menjadi jiwa Neo-Liberalisme,
yang mencakup 10 butir resep kebijakan ekonomi : Disiplin
fiskal; prioritas belanja publik; reformasi pajak; liberalisasi
finansial; nilai  tukar; liberalisas perdagangan; PMA;
privatisasi; deregulasi; dan hak milik (Drazen, 2000. Political
Economy in Macroeconomics. Princeton dalam : Alhumami,
2008). Neoliberalisme berakar pada gagasan liberal dari filsuf-
filsuf Inggris seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Herbert
Spencer. Krisis ekonomi dan perdagangan serta konflik dunia
selama Perang Dunia |, menyebabkan gagasan pasar bebas
kehilangan daya tarik. Kuatnya nasionalisme dan proteksionime
muncul sebagal reaksi ekstrim kapitalisme laissez faire, dan
vers liberalisme yang dimodifikasi baru muncul lagi di akhir
Perang Dunialll.
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| deologi Globalisme

Ha yang membedakan Globalisme dengan ideologi
pasar sebelumnya adalah usaha inovatif pengusungnya mengisi
konsep “Globalisasi” dengan pemahaman Neo-Liberal (Steger,
2005 : 20). Keompok Globalis mendukung pengelolaan
ekonomi sesuai ide liberal klasknamun yang disesuaikan
dengan kerangka global mutakhir, dengan versi terbaru dari
konsep self regulating market-nya Adam Smith, mereka
berupaya menjadikan Kapitalisme sebagai tatanan aamiah
(Steger, 2005 : 18).

Kelompok Globalis sesungguhnya hanya melakukan
pengemasan ulang gagasan liberal klasik. Globalisme berusaha
membuat hubungan antara gagasan pasar bebas yang usang
dengan perbincangan global mutakhir. Lima Klaim utama
Globalisme adalah, pertama, “Globalisasi adalah Liberalisasi
dan Integrasi Pasar”, (Steger, 2005 : 80). Klaim kedua,
Globalisas tak terelakkan; Klaim ketiga, tak seorangpun
mengendalikan Globalisasi; Klaim keempat, Globalisas
menguntungkan semua orang; Klaim kelima, Globalisas
meningkatkan penyebaran demokrasi di seluruh dunia (Steger,
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2005 : 120). Pasar bebas yang berdasarkan aturan yang sama
dan berlaku untuk semua orang dianggap suatu keadilan.
Liberalisasi pasar dipercaya tidak hanya memunculkan pasar
tunggal global tetapi juga kebebasan politik yang lebih besar

bagi warga dunia.

4.2.3 Komunisme, Sosialisme, dan Neo-Sosialisme

Komunisme bermula dari pemikiran Karl Marx (karena
itu disebut juga Marxisme), merupakan salah satu ideologi
paling berpengaruh dalam sejarah manusia. baik berupa dampak
terhadap pemikiran maupun pengaruh dalam bentuk berbagai
revolusi dan tindakan kekerasan di berbagai belahan dunia.
Komunisme memang kontroversial. Pandangan-pandangan
yang dikembangkan Komunisme sebagai lawan Kapitalisme
antara lain menganjurkan revolus (bahkan kekerasan) sebagai
cara kelas proletar mencapal tujuan meraih kekuasaan. Sikap
kritis Komunisme terhadap Kapitalisme menginspirasi cukup
banyak pihak untuk melihat Kapitalisme lebih objektif.
| deologi Sosialisme

Beberapa pihak sering mengaitkan Sosialisme dengan

Komunisme. Itu tidak sepenuhnya tepat. Memang ada kesamaan
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titik tolak pandangan antara Sosialisme dan Komunisme, namun
dalam tahap selanjutnya terlihat kedua ideologi ini memiliki
perbedaan cukup prinsip. Bahkan dapat dikatakan Komunisme
cenderung memusuhi Sosiadlisme, antara lain karena kaum
Komunis menganggap Sosialisme kurang ekstrem mewujudkan
tatanan masyarakat sosiaistis. Sosialisme memang mengkritik
Kapitalisme, namun menganggap perubahan harus dilakukan
prosedural melalui parlemen dan kebijakan pro-sosial.
Sosialisme dan Komunisme memiliki cara bertindak
yang bertentangan. Kaum Komunis bertujuan melakukan
revolusi, kaum Sosialis menganggap revolusi harus dihindari.
Kaum Komunis berusaha mengendalikan organisasi buruh
untuk melawan Kapitalis, sedangkan kaum Sosialis melihat
bahwa untuk menjadi mayoritas di parlemen harus menarik
minat semua, bukan hanya buruh (Ebenstein, 1987 : 217).
China adalah contoh relevan Sosialisme dewasa ini.
Dunia terpana oleh kemauan ekonomi China yang gemilang.
Para pemimpin China merumuskan konsep pembangunan
ekonomi dalam kesepakatan nasional Beljing Consensus.
Konsensus Beijing menghargai kekuatan domestik sebagai pilar

utama ekonomi nasional, pembangunan ekonomi dipimpin
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negara, dan reformasi politik dilakukan terbatas dan gradual
(Alhumami, 2008).
| deologi Neo-Sosialisme

Terpilihnya Fernando Lugo Mendez sebagai presiden
Paraguay meningkatkan wacana mengenai Sosialisme baru
yang sedang menerjang Amerika Latin. Sgak Hugo Chavez
tampil menjadi pemimpin Venezuela (1998) sudah mengusung
Neososialisme, diikuti sembilan negara Amerika Latin
menganut Sosialisme Baru  Venezuela, Brazil, Ekuador,
Argentina, Chile, Peru, Nikaragua, Uruguay, dan Paraguay
(Bagun, 2008 a: 1).

Dengan Neo-Sosiadlisme, Amerika Latin ingin
menantang neokapitalisme global. Sosialisme dijalankan setelah
kekuasaan dipegang melaui pemilihan pemimpin yang
didukung rakyat. Presiden terpilih diberi peran sebagal regulator
pertumbuhan, namun tidak dibiarkan bergerak tak terkendali, ia
dikawa sociadad civil. Meski bukan regulator langsung,
sociadad civil berperan strategis mempengaruhi kebijakan
(Bagun, 2008 b : 5).
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4.2.4. |deologi Negara K esgjahteraan, Epasos, dan Sosdem

Paham Negara Kesgjahteraan (welfare state) lahir pada
abad XI1X sebaga reaks terhdap Liberalisme dan Kapitalisme,
sekaligus reaks atas konsep “negara penjaga malam” yang
berprinsip “pemerintah paling baik adalah memerintah sesedikit
mungkin” (“the best government is the least government”)
(Asshiddigie, 2006 dalam Palguna, 2008 : 185). Paham negara
kesgahteraan juga reaks atas Sosidisme yang menjadi
kolektivisme totaliter.

Konsep negara kesgjahteraan adalah negara memegang
peran kunci dalam perlindungan kesejahteraan warga (Palguna,
2008 : 185). Konsep ini berdasarkan prinsip persamaan
kesempatan,  distribusi kemakmuran  secara  waar,
tanggungjawab publik terhadap mereka yang tidak mampu
memenuhi syarat minimum hidup layak (Palguna, 2008 : 185).
Redlisas hal-ha ini diusahakan melalui pendidikan umum
gratis dan berbagai bentuk jaminan sosia bagi mereka yang
menganggur, mengalami kecelakaan, sakit, dan lanjut usia.

Prinsip utama negara kesgjahteraan cukup sederhana,
setigp anggota masyarakat berhak atas standar hidup minimal
tertentu, kedua, negara bertanggungjawab dalam penyediaan
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lapangan kerja. Kebijakan lain yang dilakukan adalah
pemberian rangsangan bagi investasi, program padat karya
untuk mengatasi pengangguran, dan program pemberian kredit
perumahan oleh pemerintah. Sampal batas tertentu negara
campur tangan menjamin hak-hak dasar warga (Ebenstein, 1987
: 165).

| deologi Ekonomi Pasar Sosial (EPaSos)

Konsep Ekonomi Pasar Sosial mengacu sistem ekonomi
Jerman pasca Perang Dunia I1. Yang menarik dalam konsep ini
adalah digabungnya konsep pasar dengan konsep sosial. Dalam
konsep Epasos negara diharapkan berperan memberikan
perlindungan terhadap iklim kompetisi agar tidak monopolistik.
Dengan konsep sosia diharapkan memberikan perlindungan
kepada kelompok buruh/tidak mampu berkompetisi dalam
pasar. Konsep “sosial” dipilih untuk membedakan dengan
“Sosialis”. Konsep Epasos adalah pemikiran liberal dengan
sedikit perubahan. Pemikiran Epasos dimulai 1940-an melalui
aliran Freiburg.

Tujuan lain Epasos adalah menciptakan tatanan ekonomi
yang dapat diterima berbagai ideologi sehingga semua elemen

masyarakat dapat bersinergi membangun perekonomian (www.



kedai-kebebasan.org., 20 November 2008). Konsep Ekonomi
Pasar Sosia (Epasos) yang berupaya mengkombinasikan
kebaikan beberapa ideologi memang menimbulkan ketertarikan
banyak pihak, namun visi konseptual Epasos harus dipahami
secara benar sesuai konteks historisnya. Ini perlu disampaikan
karena pada tanggal 28 Oktober 2007 sekelompok kaum muda
di Indonesa membuat ikrar, antara lain mengusulkan tata
ekonomi-politik masyarakat baru adalah sosia demokrasi
(sosdem) dan ekonomi pasar sosial (epasos).

Menurut Mumbunan, ekonom, (Kompas 21 November
2007. HIm. 7) tampaknya ada kekeliruan konseptual dalam ikrar
kaum muda itu. Epasos bukan seperti mencangkok mangga,
yang baik dari Kapitalisme disandingkan hal baik Sosialisme,
dengan harapan hasil cangkoknya adalah pasar berkeadilan
sosial (Mumbunan, 2007). Peletak teori Epasos, Alfred Mueller
Armack (1956) tidak bermaksud membuat cangkokan seperti
itu. Dalam pandangan anggota Partai Kristen Demokrat Jerman
(CDU) - partai penganjur pasar — itu, persaingan adalah prinsip
utama pengel olaan masyarakat. (Mumbunan, 2007).
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I deologi Sosialisme Demokratis (Sosdem)

Tujuan sosialisme demokratis adalah lebih mewujudkan
masyarakat yang lebih demokratis dalam hal politik maupun
non-politik  (Ebenstein, 1987 : 214). Berbeda dengan
Komunisme, kaum sosialis memilih cara demokratis dalam
mewujudkan masyarakat yang tidak timpang, tidak
diskriminatif, lapangan kerja luas, jaminan sosia yang layak
bagi orang sakit, penganggur, dan lanjut usia,.

Pandangan ideologi ini dapat dilihat dari kebijakan
Partai Sosial Demokrat Jerman tahun 1959 yang menetapkan
bahwa kebebasan, keadilan, penghargaan individu dijunjung
tinggi. Perusahaan kecil dan menengah harus diperkuat agar
dapat bersaing. Pemilikan oleh negara hanya diterapkan jika
terpaksa. Setiap pemusatan kekuatan ekonomi (pun oleh negara)
dianggap berbahaya (Ebenstein, 1987 : 234). Ha yang lazim
diprogramkan Partai Sosial Demokrat Jerman saat itu
Kesgahteraan buruh, lapangan kerja, perencanaan regional,
perpajakan yang menguntungkan masyarakat kecil (Ebenstein,
1987 : 234).

Daam pemetaan ideologi / politik, Sosdem cenderung
ditempatkan pada spektrum sebelah kiri. Partai Sosial



46

Demokrasi Jerman (SPD) pernah bertindak keliru ketika
mengambil konsep Epasos, sehingga Sosdem yang mestinya
penawar Kapitalisme menjadi mendukung ekonomi pasar, SPD
ditinggalkan pendukung tradisiona (kaum buruh), partai pecah
(Mumbunan, 2007). Pada tanggal 28 Oktober 2007 (pada saat
elite muda di Jakarta berikrar) SPD menutup kongres partai di
Hamburg, mayoritas anggota partai sepakat meninjau ulang
konsep Epasos dan kembali ke Sosialisme Demokratis. Epasos
rupanya bukan seperti dipahami pemuda pengikrar, karena itu
kaum muda Indonesia perlu lebih jelas mendefinisikan
konsepnya dan mencari nama konsepsional yang lebih sesuai,
bukan asal comot hama (Mumbunan, 2007).

4.2.5. Ideologi Legisme dan Ideologi Sosiologisme Hukum
Sebelum membahas Legisme / Positifisme Hukum,
perlu dibahas sekilas mengenai ideologi dalam teori / filsafat
hukum yang disebut mazhab Hukum Alam. Mazhab Hukum
Alam adalah sebuah pemikiran dalam ilmu / filsafat hukum
yang berpandangan ada suatu hukum yang berlaku universal
dan abadi. Hukum (alam) tersebut berasal dari Tuhan (irasiona)

ataupun dari rasio manusia (rasiona). Mazhab Hukum Alam
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didorong oleh niat untuk menemukan suatu keadilan yang
mutlak (absolute justice) (Ragjidi, 2002 : 54).

Pemikiran Legisme / positifisme hukum berpendapat
mazhab Hukum Alam memiliki kelemahan, antara lain
pengertian hukum terlalu luas sehingga penafsirannya sangat
relatif, tidak ada kepastian hukum. Atas dasar kritik tersebut
Positifisme Hukum berpendapat bahwa yang disebut hukum
adalah hanya peraturan-perundangan tertulis yang dikeluarkan
penguasa/ pemegang kekuasaan, tidak ada selain itu. Andaipun
adanilai etika/moral tetapi selama belum berupa hukum tertulis
(yang berasa dari otoritas yang sah), itu dianggap bukan
hukum.

Pada prinsipnya Legisme / Positifisme Hukum ingin
menghilangkan ketidakpastian akibat pemaknaan pengertian
hukum terlalu luas seperti dianut mazhab Hukum Alam, yang
dianggap menyebabkan ketidak-pastian hukum dalam
masyarakat. Sebagal reaks atas Legisme yang memaknai
hukum secara sempit, muncul pemikiran bahwa semestinya
hukum meliputi dan mempertimbangkan faktor-faktor selain
hukum tertulis. Pandangan Sosiologisme Hukum ini antara lain

menyatakan agar Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai
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atau norma-norma masyarakat selain undang-undang tertulis
sesua asas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum
masyarakat (Sudarsono, 2001 : 120).

4.2.6. ldeologi Hak Asasi Manusia (HAM) dan ldeologi
Keadilan Sosial

Pada prinsipnyaideologi hak asasi manusia bermula dari
Humanisme, pemikiran yang bertitik tolak dari pengakuan
kemuliaan manusia sebagai pelaku dan penentu kehidupan.
Pemikiran Humanisme, terlepas berbagai kekurangannya, dalam
perkembangan selanjutnya memunculkan gagasan mengenai
hak-hak dasar manusia (hak asas manusia) sebagai hak-hak
yang telah melekat pada tiap diri manusia sgjak lahir sampai
kematiannya. Konsep tersebut ada yang menyebut
“Humanitarianisme” (Mangunhardjana, 1997 : 149). Salah satu
dokumen terpenting pemikiran humanistis adalah Universal
Declaration of Human Rights.
I deologi Keadilan Sosial

Banyak orang mengartikan keadilan sosia sekadar
keadilan distributif, namun sesungguhnya ada perbedaan antara
keadilan sosial dan keadilan distributif (Binawan, 2004 : ix).
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Keadilan distributif lebih diartikan keadilan pembagian harta
masyarakat kepada individu / kelompok, sedangkan keadilan
sosial adalah keadaan yang memungkinkan individu / kelompok
bisa berkembang maksma. Daam keadilan distributif
tekanannya individu, dalam keadilan sosial individu diletakkan
dalam dimens sosial atau komunal. (Binawan, 2004 : ix).
Identifikasi keadilan sosiad sebagai keadilan distributif tidak
sepenuhnya keliru, tetapi perlu diberi catatan bahwa keadilan
sosial bukan hanya masalah distribusi ekonomi sgja, melainkan
juga dimens kemasyarakatan lainnya Ada pulaistilah keadilan
struktural, yang melihat keadilan sosial maupun individual dari
perspektif struktur sosial (Rasuanto, 2005 : 6).

Dalam pandangan para pendiri bangsa ada persamaan
tentang Keadilan Sosial yaitu umumnya mengidentifikasikan
“Keadilan Sosial” dengan “Sosialisme” yang anti Kapitalisme
dan demokrasi liberal (Rasuanto, 2005 : 200). Cita keadilan
sosial Sukarno misalnya, jelas menunjukkan penentangan pada
Individualisme, Kapitalisme, dan Imperialisme (Rasuanto, 2005
: 207). Marhaen adalah konsep Sukarno yang analog dengan
konsep “proletar” Marx, namun kata Sukarno khas Indonesia.

Dalam konsep Marhaen terkandung proletar, masyarakat kecil,
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petani kecil, pedagang kecil, nelayan kecil, unit produksi rumah
tangga kecil, yang menurut Bung Karno proto-tipe kelas bawah
Indonesia. Singkatnya, Marhaen itu kaum proletar, tani, dan
kaum melarat Indonesia lainnya, kata Sukarno (Rasuanto, 2005
: 207).

Bagi Sukarno negara berkeadilan sosia (ber-sosialisme)
adalah tiada eksploitass manusia oleh manusia, manusia oleh
negara, tiada kapitalisme, tiada kemiskinan, tiada perbudakan.
(Rasuanto, 2005 : 207). Selain itu, masyarakat sosialis bukan
hanya masyarakat adil, tetapi juga makmur. Sosialisme berarti
pabrik-pabrik  kolektif, industriaisme kolektif, banyak
automobil, radio, telepon, kereta api, kapa udara, aspa,
waterleiding, listrik, gambar hidup, buku, perpustakaan.
Sosialisme adalah kecukupan pelbagai kebutuhan melaui
modernisme yang dikolektifikasikan. kata Sukarno (Rasuanto,
2005 : 209).

4.3. Pancasila | deologi Negara Republik Indonesia
4.3.1. Sgarah Singkat Perumusan Pancasila

Tanggal 1 Juni 1945 telah umum dianggap sebagai hari
kelahiran Pancasila. Hal itu terkait kenyataan bahwa pada
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tanggal 1 Maret 1945 pemerintah Jepang meresmikan BPUPKI
(Badan Penydidik Usaha-usaha Persigpan Kemerdekaan
Indonesia) yang bertugas antara lain mempelgari hal-hd
penting berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata
pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha
pembentukan negara Indonesia merdeka (Wesnawa, 1994 : 7).
Selama tugasnya BPUPK | mengadakan dua kali sidang umum,
pertama tanggal 29 Mel sampai 1 Juni 1945, sidang umum
kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pembicaraan dasar
negara merupakan salah satu acara sidang umum pertama.
Muhammad Y amin mengemukakan pendapatnya dalam
sidang BPUPKI 29 Me 1945 tentang lima asas dasar negara
Indonesia merdeka yaitu : 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri
Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5)
Kesgahteraan Rakyat. M. Yamin juga menyampaikan usulan
tertulis tentang rancangan Undang Undang Dasar (UUD) yang
dalam pembukaannya dicantumkan lima asas dasar negara yaitu
: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Kebangsaan Persatuan
Indonesia. 3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 4)
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
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permusyawaratan perwakilan. 5) Keadilan Sosial bagi seluruh
Rakyat Indonesia. (Kaelan, 1998 : 21).

Menurut Muhammad Yamin, negara Indonesia harus
berdasarkan atas peradaban Indonesia, orang Timur pulang
kepada kebudayaan Timur, kita punya kebudayaan sendiri yang
berusia ribuan tahun, pokok-pokok aturan dasar negara
Indonesia harus disusun menurut watak peradaban Indonesia,
demikian Muhammad Yamin (Wesnawa, 1994:9). Soekarno
pada tanggal 1 Juni 1945 memaparkan pandangannya tentang
dasar-dasar negara Indoenesia merdeka, dengan urutan
Kebangsaan, Internasionalisme, Permusyawaratan dan mufakat,
Kkesgjahteraan, dan Ketuhanan (Wesnawa, 1994 : 15).

Rumusan Pancasila resmi yang ada sampa saat ini
sesungguhnya adalah rumusan dalam Piagam Jakarta, yang
kemudian atas dasar kebesaran hati para pemimpin bangsa,
khususnya dalam Panitia Perumus (Panitia Sembilan) BPUPKI,
akhirnya tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dihilangkan (Wesnawa,
1994 : 20). Dengan demikian, apabila dilihat substansinya maka
Pancasila memiliki seperangkat nilai dasar yang meliputi :

Keyakinan keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan, pengakuan
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harkat dan martabat manusia, persatuan dan kebangsaan,
kedaulatan rakyat yang dipimpin hikmat kebijaksanaan (akal
sehat dan hati nurani; Pen), dan perwujudan keadilan dalam
kehidupan sosia (bermasyarakat) menuju masyarakat adil
makmur, materiil dan spirituil (Wesnawa, 1994 : 108).

4.3.2. Demokrasi Parlementer dan Demokras Terpimpin

Perkembangan demokrasi di  Indonesia pasca
kemerdekaan, secara garis besar dibagi menjadi tiga masa :
Pertama, masa demokrasi parlementer (1945-1959), kedua,
masa demokrasi terpimpin (1959-1965), dan kemudian masa
demokrasi Pancasila. Ketiga pentahapan masa tersebut, apabila
dikaji lebih lanjut sesungguhnya terdapat pengaruh-pengaruh
pemikiran politik/ideologi tertentu di antaranya ideologi-
ideologi yang telah dijelaskan di atas. Sistem demokrasi
parlementer berlaku sgjak September 1945 dan diperkuat dalam
Undang-Undang Dasar (UUD) 1949 dan UUD 1950 (Wesnawa,
1994 : 72). UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem
parlementer Beberapa penulis menyatakan, masa ini sering
terjadi pergantian kabinet, perpecahan koalis partai, sehingga
disebut erademokrasi liberal.



Dalam masa demokrasi terpimpin, ciri-cirinya adalah
dominas presiden, terbatasnya peran partai politik,
berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran
militer dalam peran sosia politik (Wesnawa, 1994 : 73).
Banyak tindakan menyimpang terhadap konstitusi, misalnya
tahun 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilu (menurut
UUD 1945 presiden tidak berwenang berbuat itu). Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) yang mengganti
DPR ditonjolkan perannya sebaga pembantu pemerintah
sedangkan fungsi kontrol ditiadakan, pimpinan DPR dijadikan
menteri dan dengan demikian ditekankan fungsinya sebagai
pembantu presiden disamping fungsi wakil rakyat. Pada masa
itu pula terbentuk badan-badan ekstra-konstitusional seperti
Front Nasional. Partai politik dan pers yang tak sgjalan dengan
pemerintah dibreidel, akhirnya peristiwa G30S/PKI mengakhiri
periode ini dan membuka peluang dimulainya era baru, yang

disebut era Demokrasi Pancasila.

4.3.3. Demokrasi Pancasila
Dalam masa Demokrasi Pancasila landasan formalnya
adalah Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan-ketetapan MPR.
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Dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap
UUD vyang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin dilakukan
tindakan- korektif antara lain, pembatalan ketetapan MPRS
tentang penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup,
melalui Tap MPRS Nomor XI1X/1966 dilakukan peninjauan
kembali produk legidlatif dari masa demokrasi terpimpin, dan
atas dasar itu UU 19/1964 diganti dengan UU 14/1970 yang
menetapkan kembali asas independensi pengadilan (Wesnawa,
1994 : 75).

Hakikat demokras Pancasila, yang menonjol
membedakannya dengan demokrasi varian lain antara lain
penyelessian masalah  sgauh  mungkin  menempuh
permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Demokrasi
Pancasila berdasarkan sistem kekeluargaan dan kegotong-
royongan menuju kesgahteraan rakyat, menuju keseimbangan
antara individu dan masyarakat, antara lahir dan batin.
(Wesnawa, 1994 : 76). Dalam Demokrasi Pancasila kebebasan
individu tidak mutlak, tetapi diselaraskan tanggungjawab sosial.
Daam kebebasan individu melekat tanggungjawab pada
kepentingan umum, Dalam sistem Demokrasi Pancasila tidak

boleh terjadi dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas,
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sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak selaras dengan
semangat kekeluargaan (Wesnawa: 77).



V.IDEOLOGI-IDEOLOGI YANG MEMPENGARUHI
PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS
YANG KONTROVERSIAL
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Pertama-tama perlu disampailkan bahwa untuk

mendukung kelancaran proses pembahasan dan pengkajian,

maka putusan-putusan MK dalam penelitian ini diberi kode dari

Putusan MK Kontroversial | sampal dengan Putusan MK

Kontroversial X1 sebagai berikut :

1. Putusan Kontroversia | yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 011/2003 dan Perkara nomor 017/2003 (terkait UU

12/2003 tentang Pemilu)

2. Putusan Kontroversia |l yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 013/2003 (terkait UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang

Pemberlakuan Terorisme pada Kasus Bom Bali)

3. Putusan Kontroversia 111 yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 005/2003 (terkait UU Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran)

Putusan Kontroversia 1V yaitu putusan MK dalam Perkara

nomor 005/2005 (terkait UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemda)
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11.
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Putusan Kontroversial V yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 001/2003 (terkait UU Nomor 20 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan)

Putusan Kontroversia VI yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 002/2003 (terkait UU Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi)

Putusan Kontroversial VI yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 003/2006 (terkait UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Korupsi)

Putusan Kontroversial VIII yaitu putussn MK dalam
Perkara nomor 005/2006 (terkait UU Nomor 22 Tahun
2006 tentang KY)

Putusan Kontroversial IX yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 013 dan 022/2006 (terkait Pasal 134 dan 136 his
KUHP)

Putusan Kontroversial X yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 006/2006 (terkait UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)

Putusan Kontroversial Xl yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 012,016, 019/ 2006 (terkait UU Nomor 30 Tahun



59

2002 tentang KPK) (inkonstitusionalitas Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi)
12. Putusan Kontroversia XlI yaitu putusan MK dalam Perkara
nomor 6/ 2007 (terkait Pasal 154 dan 155 KUHP)
Berdasarkan pengkgjian terhadap arsip putusan MK
serta hasil wawancara dengan para Hakim Konstitus yang
memutuskan perkara terkait, termasuk dengan pihak Pemohon
uji materi undang-undang, berikut ini pembahasan mengenai
beberapa ideologi yang terdapat dalam putusan-putusan MK

kontroversia tersebut.

5.1. ldeologi Hak Asas Manusia (HAM)

Berdasarkan pengkajian substansi duabelas putusan MK
tersebut, ideologi Hak Asasi Manusia (HAM) tercermin dalam
Putusan MK Kontroversia |, I, IX, dan XII. Putusan MK
Kontroversia | terkait Pengujian Undang-undang (UU) Nomor
12 / 2003 tentang Pemilihan Umum. Pemohon menyatakan
bahwa sebagai warganegara, Pemohon mempunyai hak sama
membangun bangsa, termasuk berpartisipasi sebagal anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang
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merupakan hak yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945). Pemohon meminta pembatalan pasal 60 g UU 12/
2003 yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD
bagi mereka yang bekas anggota organisas terlarang Partai
Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau, bukan
orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G 30
S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya.

Pemohon menyatakan bahwa dalam masyarakat
demokratis, sebagaimana diakui dunia dan dicantumkan dalam
The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, hak
atas partisipasi politik adalah hak asasi manusia. Berdasarkan
permohonan tersebut, MK memutuskan membatalkan pasal 60
g tersebut. Dasar pertimbangan MK adalah Pasal 60 g UU No.
12 / 2003 merupakan pengingkaran hak asasi warganegara atau
diskriminas berdasar keyakinan politik, dan karena itu
bertentangan dengan hak asasi manusia (MK, 2005 : 198).

Putusan MK Kontroversia 1l mengenai pengujian UU
16/2003 tentang “Pemberlakuan Perpu Anti Terorisme pada
Peristiva Bom Bali”, Pemohonnya Masykur Abdul Kadir,
terpidana kasus Bom Bali yang mendekam di Lembaga
Pemasyarakatan, menyatakan : Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-
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undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tiada suatu
perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan pidana dalam
perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan terjadi.
Pemohon juga menyampaikan UUD 1945, khususnya Pasal 28 |
menolak asas retroaktif (hukum berlaku surut) sebagai wujud
perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan permohonan tersebut MK memutuskan
membatalkan keseluruhan Undang-Undang nomor 16 tahun
2003. Dasar pertimbangan MK antara lan UUD 1945
menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak
kebebasan pribadi, hak beragama, hak tidak diperbudak,
persamaan di depan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (MK, 2005 : 222).

Putusan MK Kontroversial 1X terkait pasal penghinaan
kepala negara dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pemohon perkara ini, Eggy Sudjana, SH., menyampaikan
bahwa Pasal 134 dan 136 bis KUHP tentang Penghinaan
Presiden bertentangan dengan asas kepastian hukum karena
karena tidak memberi batasan tegas kategori perbuatan itu

sehingga menciptakan interpretasi luas dan bertentangan dengan
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Pasal 28 F UUD 1945. Pemohon juga menyampaikan pasal itu
tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat di alam
demokrasi (www. mahkamahkonstitusi. go.id/ sidang/ putusan :
HIm.10).

Berdasarkan permohonan tersebut, MK memutuskan
membatalkan pasal-pasal penghinaan kepala negara dalam
KUHP dengan dasar pertimbangan antara lain bahwa Indonesia
sebagai negara hukum yang demokratis, berbentuk republik,
dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia sebagai mana ditentukan UUD 1945, tidak relevan lagi
Jika Hukum Pidananya memuat pasal seperti Pasal 134, 136 bis,
dan 137 yang menyangkal prinsip persamaan di depan hukum,
mengurangi kebebasan ekspress mengemukakan pikiran dan
pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian
hukum (www. mahkamahkonstitusi. go. id/sidang/putusan.).

Putusan MK Kontroversia Xl terkait pengujian pasal-
pasal penyebaran kebencian terhadap pemerintah dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemohon adalah Dr.
R. Panji Utomo, menyatakan bahwa dalam alam demokras
modern sekarang ini suatu keniscayaan bahwa ketentuan KUHP

yang tidak sesuai lagi dengan prinsip demokrasi dan hak asasi
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manusia dan menghambat civil society harus dilenyapkan
(www.  mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan . 16).
Pemohon memohon pengujian pasal-pasal penebaran kebencian
daam KUHP. Berdasarkan permohonan tersebut MK
memutuskan Pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dasar pertimbangan MK, keberadaan dua pasal tersebut tidak
menjamin kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal
28 D UUD 1945, juga menghalangi kemerdekaan menyatakan
pikiran dan sikap, serta kemerdekaan menyampaikan pendapat,
sehingga bertentangan dengan pasa 28 dan 28 E Ayat (2) dan
(3) UUD 1945.

5.2. Ideologi Konstitusionalisme

Ideologi Konstitusionalisme tampak dalam Putusan MK
Kontroversia VIl (kedelapan) dan X1 (kesebelas). Putusan MK
Kontroversia VIII terkait dengan Pengujian UU Nomor 22
tahun 2004 tentang Komisi Yudisia (KY). Pemohon perkara
adalah para Hakim Agung yang berkeberatan dengan
kewenangan Komis Yudisid yang dianggap berlebihan.

Pemohon terdiri dari 31 orang Hakim Agung menyampaikan



bahwa Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Komisi
Yudisia (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim
Agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan dan perilaku
hakim. Pemohon menyatakan kewenangan KY menjaga dan
menegakkan kehormatan dan perilaku hakim itu dalam kaitan
kewenangan KY mengusulkan pengangkatan Hakim Agung,
jadi tidak menjangkau Hakim Mahkamah Agung, Hakim
Mahkamah Konstitus, dan Hakim ad hoc (www.
mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan : HIm 7).

Pemohon juga menyampaikan bahwa pengawasan KY
yang memanggil beberapa Hakim Agung sehubungan perkara
yang telah diadilinya mengakibatkan  terganggunya
Independensi Hakim yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD
1945 (www. mahkamahkonstitusi. go. id/ sidang/ putusan :
HIm. 10). Berdasarkan permohonan tersebut, MK memutuskan
membatalkan ketentuan pengawasan hakim dalam UU 22 /
2004 tentang Komisi Yudisial (KY) dengan dasar pertimbangan
bahwa prinsip kemerdekaan hakim tidak boleh dihaangi,
termasuk oleh suatu sistem pengawasan yang berlebihan dan
tidak berdasarkan UUD 1945.
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Putusan MK Kontroversia X1 terkait Perkara pengujian
UU 30 / 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korups (KPK).
Pemohon adalah para anggota KPU periode pertama yang
terlibat kasus korups (yang ditangani KPK), yaitu Drs.
Mulyana Wirakusumah, Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin,
Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Prof. Dr. Rusadi Kantraprawira,
Drs. Daan Dimara, MA, Dr. Chusnul Mar’iyah, dan Dr. Valina
Singka Subekti, M.A. Pemohon menyampaikan bahwa Pasal 6
C UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat
(1) yang berbunyi setiagp orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon menyoal
keberadaan UU-UU yang mengatur kewenangan penegakan
hukum yang sama. Pembentukan Pengadilan Tipikor (Tindak
Pidana Korupsi) berdasarkan UU KPK telah melanggar hak
konstitusional Pemohon berupa perlindungan dan kepastian
hukum, karena keberadaan Pengadilan Tipikor tidak jelas
apakah bagian eksekutif ataukah judikatif, dengan demikian
legalitas Pengadilan Tipikor tidak benar atau cacat hukum, dan
putusannya juga cacat hukum. Pembentukan KPK mereduksi

kewenangan lembaga lain yang bersumber dari konstitusi, UU
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KPK memberi kewenangan kepada KPK melebihi kewenangan
lembaga kepolisian dan kejaksaan (yang berada di bawah
Presiden), berarti KPK diberi kedudukan setingkat lembaga
negara yang kewenangannya dari konstitus, berarti KPK
lembaga extra konstitusional.

Berdasarkan permohonan tersebut MK memutuskan
Pengadilan Tindak Pidana Korups sebagaimana diatur dalam
UU 30/2002 tentang KPK) adalah inkonstitusional dan pembuat
undang-undang diberi waktu tiga tahun memperbaikinya. Dasar
pertimbangan MK, Pembuat UU harus menyelaraskan UU KPK
dengan UUD 1945 dan membentuk UU Pengadilan Tipikor
sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi,
sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang
bertentangan dengan UUD 1945 dapat dihilangkan. (www.
mahkamah konstitusi. go. id/ sidang/ putusan.). Jika dalam tiga
tahun tidak dilakukan penyelarasan terhadap UUD 1945,
khususnya pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-
undang tersendiri, penanganan seluruh perkara korupsi menjadi
wewenang pengadilan umum
(www.mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/ putusan).
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5.3. Ideologi L egisme (Kepastian Hukum)

Ideologi ini tercermin dalam Putusan MK Kontroversial
Il (ketiga), 1V (keempat), VII (ketujuh), dan X (kesepuluh).
Putusan MK Kontroversia 11 terkait Pengujian UU 32 / 2002
(UU Penyiaran). Pemohonnya antara lain Ikatan Jurnalis
Televisi Indonesia (1JT1), Persatuan Radio Siaran Swasta
Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan
Indonesia (PPPI), dan Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia
(ATVSI). Pemohon menyatakan ketentuan UU Penyiaran yang
menyatakan KPI lembaga negara bersifat independen adalah
semu belaka karena ternyata dalam membuat dan menjalankan
regulas harus bersama-sama pemerintah (MK, 2005 : 80).
Terkait permohonan tersebut MK memutuskan antara lain
kalimat “KPI bersama” dalam Pasa 62 adalah batal dan tidak
berkekuatan hukum mengikat.

Dasar pertimbangan MK, sebagai lembaga negara yang
bersifat independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan
membuat regulasi sendiri, namun Pasal 62 UU Penyiaran
menyatakan kewenangan KPI bersama Pemerintah membuat
Peraturan Pemerintah, padahal menurut Pasal 5 Ayat (2) UUD
1945, Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden.
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Dengan demikian sesuar amanat UUD 1945, Peraturan
Pemerintah (PP) tetap harus dibuat oleh Presiden (MK, 2005 :
80). Status KPI sebagai lembaga negara yang independen tidak
berkurang, MK hanya ingin pembuatan Peraturan Pemerintah
tetap sesuai UUD 1945.

Putusan MK Kontroversia IV terkait Pengujian UU 32/
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemohon menyatakan
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan
persyaratan partai politik / gabungan partai politik yang dapat
mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah adalah yang memiliki kursi di DPRD, telah menyangkal
substans pasal itu sendiri, padaha sesungguhnya bunyi Pasal
59 ayat (1) dan (2) itu sudah jelas. Yaitu minimal memiliki
perolehan suara 15% dari kursi DPRD atau perolehan suara sah
dalam pemilu DPRD.

Berdasarkan permohonan tersebut MK memutuskan
membatalkan penjelasan pasal 59 (1) UU 32 / 2004 tersebut.
Dasar pertimbangan MK adalah penjelasan UU tidak dapat
membuat norma baru, tetapi hanya menjelaskan norma yang
ada. Sebuah penjelasan tidak boleh menimbulkan penafsiran
baru yang justru mengakibatkan ketidakjelasan ketentuan UU
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yang dijelaskan. Pertentangan antara pasal dengan
penjelasannya memunculkan ketidakpastian hukum dan
pelanggaran hak konstitusional (www.
mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan. 3 Maret 2009).

Putusan MK Kontroversial VI terkait Pengujian UU 31
/ 1999 tentang Korupsi. Pemohon adalah Dawud Djatmiko,
seorang tersangka kasus korupsi. Pemohon menyampaikan
antara lain Pasa 2 (1), penjelasan Pasa 2 (1), Pasad 3,
penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 UU 31 / 1999 bertentangan
dengan Pasad 28 D Ayat (1) UUD 1945 (www.
mahkamahkonstitusi.go.id/ sidang/ putusan : HIm. 7).
Berdasarkan permohonan tersebut MK membatal kan penjelasan
UU Anti Korupsi (yang menyatakan “tindakan yang meskipun
tidak diatur undang-undang tetapi jikatidak sesuai rasa keadilan
masyarakat, dapat dipidana”) (Www.
mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan. Diakses 3 Maret
2009). Dasar pertimbangan MK adalah perbuatan melawan
hukum yang merujuk hukum tidak tertulis sesuai kepatutan
adalah ukuran yang tidak pasti (www. mahkamahkonstitusi. go.
id).
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Putusan MK Kontroversial X terkait Pengujian UU 27 /
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilias (KKR).
Pemohon menyampaikan UUD 1945 memberikan jaminan
kepada warganegara atas penghormatan, pemenuhan, dan
perlindungagn Hak Asas Manusa (HAM) (www.
mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan : HIim. 4).
Berdasarkan permohonan tersebut MK membatalkan Undang-
undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) dengan
dasar pertimbangan bahwa UU KKR tidak menjamin kepastian

hukum.

5.4. 1deologi Kesg ahteraan (Sesuai Pasal 33 UUD 1945)
Ideologi Kesgjahteraan (sesuai Pasal 33 UUD 1945)
tampak dalam Putusan MK Kontroversia V dan VI. Putusan
MK Kontroversia V terkait pengujian UU 20 / 2002 tentang
Ketenagalistrikan. Pemohon antara lain APHI (Asosias
Penasihat Hukum dan hak Asasi Manusia Indonesia), PBHI
(Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia), dan Yayasan 324, menyampaikan bahwa UU 20 /
2002 bertentangan dengan Pasa 33 UUD 1945 karena

mendorong privatisasi pengusahaan tenaga listrik (cabang
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produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak)
yang seharusnya dikuasai negara.

Berdasarkan permohonan tersebut MK membatalkan
keseluruhan UU Ketenagalistrikan Dasar pertimbangan MK,
tenaga listrik adalah cabang produksi penting bagi negara dan
menguasal hgjat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai
oleh negara. Usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara
kompetitif (memperlakukan secara sama) dan penyelenggaraan
oleh badan usaha terpisah (unbundled) bertentangan dengan
UUD 1945 (www. mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan.
Diakses 3 Maret 2009).

Tenaga listrik belum dapat disamakan dengan komoditi
ekonomi, tetapi harus diartikan prasarana yang perlu disubsidi,
sehingga pengertian kompetiss dan perlakuan sama kepada
semua pelaku usaha sebagaimana dimaksud konsideran maupun
pasa 16, 17 (1), dan 21 (3) UU 20 / 2002 tidak dapat diterima
(www. mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan). Ketentuan
unbundling akan membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
makin terpuruk dan tidak terjaminnya pasokan listrik kepada
masyarakat. Pengalaman di Eropa, Amerika Latin, Korea,
Meksiko, menunjukkan penerapan sistem unbundling tidak
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menguntungkan dan tidak efisien, dan malah menjadi beban
berat bagi negara (www. mahkamahkonstitusi. go. id).

Putusan MK Kontroversid VI terkait pengujian
Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Migas). Pemohon perkara ini antaralain APHI,
PBHI, FSPSI PERTAMINA, dan DR. Ir. R. Panji Hadinoto.
Pemohon menyampaikan bahwa sgjak awa pembahasan RUU
Minyak dan Gas Bumi telah mendapat tantangan masyarakat
karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Pemohon menyampaikan bahwa tampaknya filosofi undang-
undang Migas adalah liberalisasi sektor minyak dan gas bumi,
Minyak dan gas bumi sangat strategis untuk memenuhi
kebutuhan energi guna kesejahteraan kehidupan umat manusia,
karenaitu harus dikuasai oleh negara

Dasar pertimbangan putusan MK membatalkan beberapa
ketentuan UU Minyak dan Gas Bumi adalah Pasa 21 (1) UU
Migas yang menyatakan Badan Usaha Tetap wajib
menyerahkan paling banyak 25% bagian dari produksi Minyak /
Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Penggunaan kata “paling banyak” akan menjadi dasar hukum
bagi pengusaha menyerahkan misalnya 0,1 % saga, padahal
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prinsipnya sesuai Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, adalah sebesar-
besar kemakmuran rakyat (Www.
mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan. Diakses 3 Maret
2009). Dinyatakan pula dalam pertimbangan putusan bahwa
Pasal 28 Ayat (2) UU Migas yang menyerahkan harga Migas
kepada mekanisme pasar akan menimbulkan perbedaan harga
antar daerah yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Dengan
demikian kewenangan pemerintah dalam kebijakan harga harus
menjadi kewenangan utama untuk cabang produksi penting dan
menguasal hgjat hidup orang banyak. Seharusnya harga Migas
ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan kepentingan
masyarakat dan mempertimbangkan mekanisme persaingan
usaha yang sehat dan wajar (Www.
mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan. Diakses 3 Maret
2009).
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BAB VI
FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN
PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
YANG KONTROVERSIAL

6.1. Perkembangan Internasional / Global

Perubahan dan perkembangan di tingkat internasional /
global adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi
munculnya putusan MK yang kontroversial sebagaimana
dimaksud pendlitian ini. Kecenderungan beberapa negara di
dunia untuk membentuk sebuah mahkamah konstitusi
sesungguhnya merupakan  perkembangan hukum  dan
kettanegaraan modern  yang  berpandangan  tentang
diperlukannya suatu mahkamah konstitusi. Indonesia sendiri
merupakan negara ke 78 di dunia yang membentuk Mahkamah
Knstitusi.

Perkembangan kemajuan di bidang Hukum Internasional
telah mendorong kemunculan beberapa asas tertentu yang telah
dikenal umum oleh masyarakat internasional, seperti hak asasi
manusia. Adapun salah satu konvensi internasional yang paling

relevan dan juga relatif paling monumental adalah Konvensi
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Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat pula
beberapa perjanjian / konvensi internasional mengenai hak asasi
manusia misalnya Konvens HAM Eopa (1950), Konvensi
Internasional tentang Hak Anakyang disetujui di Mgelis Umum
PBB pada tanga 20 November 1989, dan sebagainya
Berakhirnya perang dingin juga telah mendorong proses
perkembangan bidang hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.
Bagi beberapa orang berakhirnya Perang Dingin tersebut
dianggap tanda kemenangan Liberalisme-Kapitaisme dalam
persaingan antar ideologi dunia yang terjadi selama ini, dan
akan menjadi ideologi warga dunia, sebagaimana dikatakan
Fukuyama dalam bukunya The End of History.

Hal-hal tersebut juga merupakan faktor pendorong
amandemen terhadap UUD 1945 yang juga mengakomodasi
berbagai pandangan dan prinsip yang telah diakui masyarakat
internasional, seperti tentang Hak Asas Manusia. Salah satu
hasil mandemen / perubahan UUD 1945

6.2. Konstelas Politik Nasional
Faktor yang mempengaruhi kemunculan Putusan MK
Kontroversia adalah Pemerintah dan DPR, utamanya pasca
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memasuki era reformasi. Pemerintah dan DPR sebagai
pemegang kekuasaan dan kewenangan bidang politik, terutama
kekuasaan membentuk Undang-undang. Contoh konstelasi
politik terkait munculnya suatu putusan MK, dapat dilihat
dalam kaitan dengan Putusan MK Kontroversia 1.

Dalam perkara ini, Pemerintah melalui Menteri
Kehakiman dan HAM, Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH,
menyampaikan bahwa keahatan terorisme adalah “kejahatan
luar biasa” (extra ordinary crime) bahkan “kejahatan terhadap
kemanusiaan”  (crime against humanity). Pemerintah
menyatakan bahwa berdasarkan pemikiran tersebut maka
diperlukan tindakan luar biasa (extra ordinary measures)
terhadap terorisme, karena itulah pemerintah memberlakukan
UU Terorisme secara berlaku surut pada kasus Bom Bali.
Namun atas keberadaan Undang-undang tersebut kemudian
oleh warganegara yang merasa haknya dirugikan digjukan
permohonan pengujiannya kepada MK, dan ternyata MK
memutuskan bahwa UU tersebut melanggar hak asasi manusia
dan dibatalkan oleh MK.
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6.3. Nilai Sosial Budaya

Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Ahli
dikelompokkan dalam Faktor Nilai dan Sosial Budaya, dengan
dasar pemikiran bahwa keterangan pihak terkait dan keterangan
ahli pada hakikatnya beriss pemikiran, perspektif, dasar
kepentingan, ataupun sudut pandang pihak-pihak tersebut.
Pendapat pihak terkait adalah pendapat di dalam maupun di luar
persidangan MK, opini masyarakat misalnya diwakili oleh
kerabat, teman, masyarakat, termasuk analisa latar belakang
Hakim MK terkait dengan pendapatnya dalam suatu perkara.

Putusan MK Kontroversial V dapat menjadi contoh
bagaimana pendapat Ahli, yang mewakili pandangan publik,
memiliki  keserupaan dengan putusan MK. Daam
keterangannya, Ahli antara lain menyatakan, listrik sebagai
public facilities tidak bisa diserahkan dalam mekanisme pasar
bebas, karena dalam pasar bebas para pihak mengambil
keputusan berdasarkan pasokan dan permintaan, sementara
pasar pada hakekatnya didasarkan kekuatan daya beli dan
pasokan. Bahwa dalam mekanisme pasar bebas yang
diuntungkan adalah pemilik modal .
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BAB VII
MAKNA PUTUSAN-PUTUSAN MK YANG
KONTROVERSIAL
BAGI BUDAYA HUKUM

Sebagaimana telah dibahas, konsep Budaya Hukum
adalah nilai-nilal, kesadaran, kepatuhan, praktik-praktik, tradisi-
tradis, gagasan-gagasan, persepsi-persepsi,  pandangan-
pandangan, maupun pemahaman-pemahaman tentang hukum
(yang meliputi proses, lembaga, serta aturan). Berdasarkan
pengertian budaya hukum tersebut, berikut ini diungkapkan
makna yang dapat dimengerti terkait budaya hukum Indonesia
dengan munculnya putusan-putusan MK yang kontroversia
tersebut.

7.1. Makna Kembali ke Jiwa UUD 1945

Cara pandang masyarakat terhadap undang-undang telah
bergeser ke arah suatu budaya hukum bahwa Undang-undang
dapat mengandung kekeliruan atau penyimpangan terhadap
Konstitusi. Dalam hal terdapat undang-undang yang dirasakan
tidak adil atau bahkan menyimpang dari Konstitusi, undang-
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undang tersebut dapat dikoreksi bahkan dibatalkan Mahkamah
Kongtitusi (MK).

Makna lain yang muncul dan menjadi cara pandang atau
budaya hukum masyarakat Indonesia dewasa ini adalah semakin
besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap Undang
Undang Dasar (UUD 1945). Masyarakat semakin memahami
bahwa Konstitusi bukan sekedar hukum tertinggi yang
penafsirannya sepenuhnya diserahkan pada pemerintah, karena
berpotenss  memunculkan penyimpangan dan kesewenang-
wenangan akibat keterpusatan kewenangan membuat peraturan-
perundangan yang cenderung dianggap pasti benar dalam
menafsirkan Konstitusi. Dengan adanya MK, konstitus menjadi
konstitusi yang hidup (the living constitution), menjadi acuan
nyata kehidupan berbangsa, serta mampu menjadi protektor
hak-hak warganegara. Budaya hukum yang kritis terhadap
undang-undang menguat setelah serangkaian putusan MK

membatal kan beberapa Undang-undang
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7.2. Makna Penghormatan pada HAM dan Nilai-Nilai
Demokrasi

Makna penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan
nilai-nilai demokrasi merupakan makna yang dapat dirasakan
dari keberadaan beberapa putusan MK yang membatalkan
beberapa Undang-undang yang melanggar HAM dan nilai-nilai
demokrasi. Pembatalan Pasal 60 g UU Pemilu, Pembatalan UU
Terorisme, dan Pembatalan pasa 134 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 136 bis KUHP tentang
penghinaan kepala negara merupakan beberapa contoh terkait

maknaini.

7.3. Makna K epastian Hukum

Putusan-putusan MK juga telah membawa makna
tentang pentingnya kepastian hukum dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, khususnya terkait dengan bidang
hukum dan dalam rangka upaya meindungi hak-hak
warganegara dari pelanggaran atas hak-hak mereka tersebut
(ketidak-adilan) akibat ketidak-pastian hukum. Putusan-putusan
MK yang mendasarkan diri pada prinsip kepastian hukum
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sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya prinsip kepastian
hukum merupakan prinsip yang dianut UUD 1945.

7.4. Makna Dinamis dan Dialogis dalam Ber-K onstitusi

Putusan-putusan Mahkamah Konstituss (MK) yang
membatalkan beberapa undang-undang (UU), yang merupakan
produk yang dihasilkan lembaga berwenang (DPR dan
Presiden) karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar
1945, telah membawa perkembangan bagi budaya hukum di
Indonesia. Perkembangan budaya hukum tersebut terlihat dari
kebutuhan adanya cara pandang bahwa dalam melaksanakan
hukum mesti cermat. Diperlukan sikap lebih cermat mengikuti
perkembangan dunia hukum, karena peraturan perundangan
yang semula berlaku bisa tidak berlaku lagi setelah dibatalkan
MK. Apabila penegak hukum memberlakukan aturan hukum
yang tanpa diketahuinya ternyata tidak berlaku lagi, akan
menunjukkan ketidakmampuannya mengikuti perkembangan
hukum yang telah menjadi demikian dinamis dewasaini.

Selain makna dinamis dalam kehidupan berkonstitusi,
juga terdapat makna dialogis. Para pihak di dalam persidangan
MK menyatakan pendangan dan pendapatnya, yang bermakna
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bahwa dari penafsiran terhadap UUD 1945, dapat timbul
beberapa pandangan berbeda, namun selain kekuatan suatu
argumentasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan,
kekuasaan atau kewenangan MK sebagai Penafsir UD 1945
menjadi penentu dominan berlaku atau tidak berlakunya lagi

ketentuan Undang-undang.

TEMUAN

Temuan penelitian ini adalah : Pertama, terjadi
fenomena “desakralisasi” terhadap Undang-undang dan
pembentuk undang-undang. Dengan adanya beberapa undang-
undang yang setelah diberlakukan kemudian diuji dan
dibatalkan MK, menunjukkan Undang-undang bukan produk
yang pasti konstitusional. Hal tersebut menyadarkan bahwa
Undang-undang mesti dicermati dan dikritis oleh publik dan
semua pihak.

Kedua, ditemukan adanyarelasi kuat antara “kekuasaan”
dan “keadilan”. Untuk dapat mewujudkan suatu keadilan
(dalam konteks ini “adil” berarti “konstitusional” atau “kondisi
dijaminnya hak-hak konstitusional warganegara”) sangat

bergantung pada “kekuasaan”. Dengan kekuasaan yang dimiliki
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MK maka sebuah UU yang melanggar hak konstitusional
warganegara dapat dibatalkan. Jika tidak ada MK dengan
kekuasaan demikian maka berbagai UU yang melanggar hak
warga atau yang tidak adil tersebut akan berlaku terus,
mengikat, dan merugikan hak warganegara. Akan terjadi
ketidak-adilan.

Berdasarkan temuan tentang relasi antara kekuasaan dan
keadilan tersebut, dapat menjadi langkah awal upaya penjgagan
penyusunan teori tentang relasi kekuasaan dan keadilan atau
secara lebih sederhana, Teori Relasi Kekuasaan Keadilan, yang
perlu ditindaklanjuti pihak-pihak berkompeten dan memiliki
perhatian terhadap gagasan ini.

Menunjuk fakta bahwa ikrar sekelompok kaum muda
Indonesia tanggal 28 Oktober 2007 yang meminta agar tata
ekonomi politik Indonesia berdasarkan Epasos dan Sosdem,
menurut Mumbunan, seorang ekonom, didasari
kekurangpahaman konsep dan konteks dari dua ideologi
tersebut, serta fakta bahwa dua ideologi terakhir itu menarik
justru karena mencoba mengkombinasikan kebaikan-kebaikan
berbagai ideologi, maka perlu ditegaskan dan disebarluaskan

bahwa sesungguhnya konstitusi kita sudah memiliki ideologi



ekonomi sendiri yang tidak kalah bailk dan visioner, yaitu
ideologi Pasal 33 UUD 1945. Menurut hemat peneliti, mestinya
kita (bangsa Indonesia) bisa dengan bangga mengklam dan
menyatakan bahwa inilah ideologi ekonomi khas Indonesia.
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BAB VIlII
PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1) ldeologi yang berada di balik putusan-putusan MK
kontroversial, sebagaimana dimaksud penelitian ini, adalah
ideologi Hak-hak Asas Manusia (HAM), kemudian ideologi
“Legisme”, serta ideologi ekonomi yang dapat disebut Ideologi
Kesgahteraan (sesual Pasal 33 UUD 1945) dengan ciri khasnya
“cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan digunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan putusan-
putusan MK yang kontroversiad adalah Perkembangan
internasional, Konstelasi politik nasional, dan Nilai-nilai Sosial
Budaya.
3) Makna keberadaan Putusan-putusan MK kontroversia
terhadap budaya hukum di Indonesia adalah : Pertama, makna
kembali ke Jiwa Undang Undang Dasar 1945. Kedua, makna

penghormatan pada Hak Asas Manusia dan nilai-nilai
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demokrasi. Ketiga, makna kepastian hukum. Keempat, makna

dinamis dan dialogis dalam berkonstitusi.

8.2. Saran

1) Kemandirian para Hakim Konstitusi sudah relatif baik,
namun peningkatan kemandirian hakim MK perlu terus
ditingkatkan, melalui penyempurnaan metode rekrutmen Hakim
MK dan penyempurnaan pengamanan pribadi hakim MK
sehingga menjamin independensi Hakim MK dalam bersikap
dan mengambil keputusan dalam tiap perkara yang ditangani
MK (merdeka dan bebas dari tekanan dalam bentuk apapun,
termasuk ancaman terhadap keselamatan diri yang dilakukan
pihak-pihak tertentu).

2) Selain naskah Putusan MK yang lengkap dan resmi,
sebaiknya diterbitkan semacam versi ringkas putusan MK yang
akan dengan mudah memberikan informas singkat tetapi
esensia kepada publik tentang putusan MK dalam gaya bahasa
yang ringan dan populer. Ha tersebut penting dilakukan
mengingat masih banyak pihak berpandangan dan merasakan
betapa rumit dan membosankannya “bahasa hukum”. Dengan

demikian upaya ini sekaligus menjadi awal upaya memulai
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budaya hukum baru, bahwa “bahasa hukum” tidak harus kaku
dan membosankan, yang penting jelas, terang, mempunyai
makna pasti dan tidak diartikan berbada dari maksud
sesungguhnya (tidak ambivalen).

3) Perlu terus ditegaskan dan disebarluaskan ideologi Pasal 33
sebagal ideologi ekonomi Indonesia. Tampaknya bahkan
pemerintah pun masih sering mengambil kebijakan yang tidak
sgjalan dengan ideologi ekonomi Pasal 33 yang merupakan

amanat konstitus ini.



